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KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan
nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga kami dapat menyelesaikan
Penyusunan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD)
Desa Tembalang Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar Tahun 2024.

Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD) Desa
Tembalang Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar Tahun 2024, ini berlandaskan
pada Visi-misi dan RPJMDes 2023-2030 yang disusun oleh Kepala Desa yang
baru dilantik di Tahun 2023 dan telah diperpanjang menjadi 8 (delapan) tahun
sesuai dengan ketentuan pada Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024.

Dalam penyampaian Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan
Desa (LKPPD) kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ini, kami telah
berusaha semaksimal mungkin, terkait dengan proses Penyelenggaraan
Pemerintahan dan/atau penyelenggaraan pelayanan terhadap masyarakat di
Desa Tembalang Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar pada tahun 2024, baik di
bidang pelayanan administrasi, pembangunan fisik maupun bidang
pembangunan non fisik.

Kamipun menyadari bahwa pada prakteknya dalam proses pemenuhan
kebutuhan masyarakat sesuai dengan target yang ditentukan dalam RPJMDes
dan RKPDes, kami banyak menghadapi kendala, sehingga hasil yang dicapai
masih jauh dari sempurna. Hal tersebut tentu saja tidak terlepas dari
kelemahan dan kekurangan kami yang masih banyak membutuhkan arahan
bimbingan serta pembinaan dari pihak terkait.

Demikian untuk menjadikan maklum, terima kasih.

Tembalang, 15 Januari 2025
+ ~Kepala Desa Tembatz
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BAB 1
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,
discbutkan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang
memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus
urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan
prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui
dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia. Berdasarkan pemikiran tersebut, desa berwenang mengurus
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat
setempat yang diakui dalam Sistem Pemerintahan Nasional yang berada di
kabupaten, maka sebuah desa diharuskan membuat Laporan Keterangan
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD) sebagai tolok ukur
keberhasilan yang dicapai oleh Pemerintah Desa dalam satu tahun.

Penyusunan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan
Desa (LKPPD) dimaksudkan agar kebijakan Pemerintah Desa Tembalang
menjadi lebih terarah dan runtut, sehingga semua yang dilakukan
Pemerintah Desa Tembalang bisa dilaporkan di akhir tahun kepada Badan
Permusyawaratan Desa (BPD). Laporan Keterangan Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa (LKPPD) Akhir Tahun Anggaran merupakan penjabaran
kinerja Pemerintah Desa selama periode 1 (satu) tahun yang memuat
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa,
Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
Sekaligus melaporkan capaian kegiatan pembangunan selama 1 (satu)
tahun, prestasi yang dicapai, dan pelaksanaan pengelolaan keuangan desa
dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa)

B. TUJUAN

1. Sebagai bentuk pertanggungjawaban Pemerintahan Desa mengenai
penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan desa kepada stakeholders
atau pemangku kepentingan yang terkait dengan penyelenggaraan
pemerintahan desa.
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2. Sebagai sumber informasi resmi bagi BPD dalam mengetahui kinerja
penyelenggaraan pemerintahan desa dan melakukan upaya bersama-
sama Kepala Desa dalam meningkatkan kinerja penyelenggaraan
pemerintahan desa.

3. Pengurus lembaga kemasyarakatan dan masyarakat dalam upaya
meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa dan upaya
meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses penyelenggaraan
pemerintahan desa, termasuk berpartisipasi dalam proses pengelolaan

pembangunan desa.

C. DASAR HUKUM
Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD) ini
dibuat dan disusun dengan mengacu pada Peraturan Perundang-undangan
sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);

3.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,
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Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 47 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana
Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun
2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun
2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 2092);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun
2014 tentang Pengelolan Keuangan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun
2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 1037);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang
Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 1099);

12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan
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Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 158);

13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Penetapan Prioritas
Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2016
Nomor 8/E);

15. Peraturan Desa Tembalang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Kewenangan
Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Skala Desa;
16. Peraturan Desa Tembalang Nomor 3 Tahun 2023 sebagaimana telah
diubah menjadi Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2024 tentang Review
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tembalang Tahun

2023-2030;

17. Peraturan Desa Tembalang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Desa Tembalang Tahun 2024;

18. Peraturan Desa Tembalang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa Tembalang Tahun Anggaran 2024;
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BAB II
KEBIJAKAN PELAKSANAAN PERATURAN DESA

A. Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun
Anggaran 2024
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa telah ditetapkan
dengan Peraturan Desa Tembalang Nomor 11 Tahun 2023 tentang
Perubahan Kedua Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran
2024 sebagaimana pada lampiran.
Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tembalang Tahun

Anggaran 2024 sebagaimana berikut:

PENDAPATAN

Pendapatan Asli Desa 211.000.000,00
Pendapatan Transfer 1.510.546.883,00
- Dana Desa 822.000.000,00

- Bagi Hasil Pajak dan Retribusi

67.371.383,00

- Alokasi Dana Desa

621.175.500,00

[~ Bantuan Keuangan Pusat (Kementrian) 400.000.000,00
- Bantuan Keuangan Provinsi 0,00
- Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 0,00
- Pendapatan Lain-lain 1.801.529,34

JUMLAH PENDAPATAN 1.723.348.412,34
BELANJA

BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA 950.873.397,53
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA 335.200.600,00
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN 132.850.100,00
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 256.594.000,00

BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT
DAN MENDESAK DESA

100.501.000,00

JUMLAH BELANJA 1.776.019.097,53
SURPLUS / (DEFISIT) (52.670.685,19)
[PEMBIAYAAN

Penerimaan Pembiayaan

99.670.685,19

Pengeluaran Pembiayaan

45.000.000,00

PEMBIAYAAN NETTO

54.670.685,19
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BAB III
PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan dan Pertanggungiawaban adalah babakan terakhir dalam
siklus Pengelolaan Keuangan Desa. Maka kami menyampaikan hal-hal
pokok kesimpulan sebagai mana terurai dalam laporan ini :

1. Dasar Hukum Pelaporan Pertanggungjawaban Akhir Tahun
2. Tahapan perencanaan yang merujuk pada RKP Desa Tembalang

3. Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Program kegiatan Desa Tembalang
Tahun Anggaran 2024 berdasarkan APBDesa

4. Capaian keberhasilan, masalah dan penyelesaian masalah yang terjadi di
Desa Tembalang.

B. SARAN
Demi kelancaran Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa
sebagaimana diatur Permendagri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan
Kepala Desa, maka kami dari Pemerintah Desa mengharapkan Kabupaten /
Dinas terkait untuk selalu memberikan arahan dalam peningkatan
kapasitas Aparat Desa, terkhusus pengelola keuangan dan Tim Penyusun
LKPPD di Desa.

Demikian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun
Anggaran 2024 ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tembalang; 15 Januari 2025
Kepala Desa Tembalang
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LAPORAN REALISAS| APB DESA
PEMERINTAH DESA TEMBALANG
KECAMATAN WLINGI
KABUPATEN BLITAR
TAHUN ANGGARAN 2024
URAIAN Rt ANGGARAN REALISASI  LEBIH (XURANG)|
(Rhp) Rp) (rp)
PENDAPATAN
Pexcizatas Ast Dewa 22020000009 22020000070 900
Feroxaly Trameter 167819973100 22129200 neas N800
Dara Dena 97295000000 §7295000000 L1
Bay has Pyak dgn Rerbus 71658231 00 ITETI 48200 1626743 00
Agnas [ana Oesa 631 591 55002 61 551 W00 0 a2l
Perdapatas 3 adys 18015703 285 20055 105867 31
JUMLAH PENDAPATAM 165020126034 1885274 18255 2870M N
EELANJA
BIOANG PENOT L w0 ARAN PEMERNTAHAN DESA 5528340153 911 854 47210 ruUUTLY
BICANG PELAK TANARY PEVBANSUNAN CFSA 25842 14800 S1TeS2 14800 TESICLO 0D
BITANT FTVEA LAY KIVASYARAKATAN 146010076 00 W1 0m0oTsco £ 000 6C2 00
EOANG PEVETA0AYAAN MASTARAKAT 2282980000 2 B350 00 o
BOAND FENANSAULANGAY BENCANA DARURAY DAY 106 £90 500 00 B3 08350000 17 33702000
MONOCE AN OF 24
JUMLAM BELANJA 195637194551  1.BELM99381D 7401 3474)
SURPLUS | (DEFISIT) (S8.170.685.19) _ (17.07581555)  (41.034.869.64)
FPENBIAYAAN
Pre =i~ SeToirysar 163 17068519 103170 68519 oco
Perge .ar Pomb 1330 4500000000 45000 000 00 oco
PEMBIAYAAN KETTC 5817068519 S$8.170 68518 0.00
SILPA'SILPA TAMUN BERJIALAY 000 4109438964  (4).054.869.64)
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